tentang Perlindungan Saksi dan Korban berlaku setelah diundangkan pada tanggal 11
Agustus 2006 Lembaran Negara Republik Indonesia No.64. Undang-undang ini
merupakan lex spesialis (ketentuan khusus) yang mengatur perlindungan hukum bagi saksi
dan/atau korban yang lahir sebagai respon untuk menyempurnakan proses peradilan
pidana dimana posisi saksi dan korban dalam system peradilan pidana di Indonesia belum
mendapatkan jaminan secara hukum dan perlindungan atas hak-haknya yang memadai
dalam proses peradilan yang berjalan.

Akan tetapi dalam perkembangannya undang-undang tersebut masih mengandung
banyak kelemahan, salah satunya tidak adanya pengaturan yang tegas dan jelas tentang
Whistleblower, dimana Whistleblower mempunyai peran yang sangat penting untuk
memudahkan pengungkapan tindak pidana. Karena itulah, maka belakangan ini muncul
dorongan dari berbagai pihak untuk merevisi UU ini, sehingga pada akhirnya direvisi
dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2014. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka
penelitian ini penulis mencoba menganalisis perlindungan hukum terhadap Whistleblower
dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2014 dari aspek kebijakan perumusan (formulatif).

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode pendekatan perundangundangan dan
filosofis. Karena penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, maka digunakan
bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dengan analisis
data kualitatif, komprehensif dan lengkap. Sedangkan teknik pengumpulan bahan hukum
menggunakan studi dokumen.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan perumusan perlindungan
hokum terhadap Whistleblower dalam UU ini belum sepenuhnya terakomodir sesuai
dengan prinsip-prinsip perlindungan hukum, yaitu dimana seorang yang telah ditetapkan
sebagai Whistleblower tetap akan dijatuhi hukuman pidana apabila terlibat dalam tindak
pidana yang dilaporkannya tersebut, meskipun tuntutan hukum itu ditunda hingga kasus
yang dilaporkannya telah diputus pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap, tetap
saja tidak memberikan kepastian hukum kepada Whistleblower. Hak-hak yang diberikan
UU kepada Whistleblower tidak menyeluruh untuk seluruh tindak pidana akan tetapi
hanya untuk tindak pidana tertentu saja.

ABSTRACT

In Indonesia, the presence of the witness protection legislation, is a happy thing to
witness, given the number of complaints regarding the need and importance of witness
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protection. Law No.13 of 2006 on Witness and Victim Protection force after its invited on
August 11, 2006 64 The State Gazette of the Republic of Indonesia. This Act is a lex
specialist (special provisions) governing the legal protection for witnesses and / or victims
who are born as a response to enhance the criminal justice process where the position of
witnesses and victims in the criminal justice system in Indonesia has not received a
guarantee by law and the protection of rights -haknya adequate in the judicial process that
is running.

But in its development, the law still contains many weaknesses, one of which is the
absence of clear and strict regulation of the Whistleblower, which the whistleblower has a
very important role to facilitate the disclosure of criminal offenses. Therefore, it recently
emerged encouragement from various parties to revise this law, so that in the end was
revised by Law No. 13 Year 2014. Based on this background, then the author tries to
analyze the legal protection of the Whistleblower Act No. 13 of 2014 on the policy aspects
of the formulation (formulatif).

This research was conducted using the method of legislation and philosophical
approach. Since this research is a normative legal research, the use of legal materials
consisting of primary legal materials, secondary, and tertiary qualitative data analysis,
comprehensive and lengkap.Sedangkan legal materials collection techniques using
document study.

The results of this study indicate that the policy formulation of legal protection
against the Whistleblower Act is not yet fully accommodated in accordance with the
principles of legal protection, namely where a person who has been designated as the
Whistleblower still will be subject to criminal penalties if involved in a criminal offense-
reporting, although lawsuits was postponed until the reported cases have been settled court
and obtained permanent legal force, it still does not provide legal certainty to the
Whistleblower. The rights granted to the Whistleblower Act is not comprehensive for all
criminal offenses but only for certain criminal offenses.
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